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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berdasarkan hukum 

tampaknya masih menimbulkan keragu-raguan manakala ada suatu relavansi  yang 

ketat antara hukum dengan politik kekuasaan, khususnya terhadap kasus suap 

menyuap atau korupsi, kolusi dan nepotisme.Suap masih dianggap suatu hal yang 

wajar dan tidak menyalahi aturan bagi sebagian besar masyarakat. Suap hampir 

terjadi disemua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat banyak yang belum memahami bahwa suap, baik yang 

memberi maupun yang menerima termasuk tindakan korupsi. Suap dianggap sebagai 

budaya primitif. Suap adalah awal lahirnya budaya korupsi. 

Suap menyuap seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari 

tindak pidana korupsi. Korupsi, dalam tinjauan lebih umum, diartikan sebagai bejat 

moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda suatu perusakan integrasi, atau asas-

asas moral. Tindakan suap diasumsikan sebagai keputusan independen dan rasional 

yang dibuat oleh agen individu atau memaksimalkan keuntungan atau kegunaan 

personal.1 

                                                           
1 Agus Budianto, Delik Suap Korporasi di Indonesia, Karya Putra Darwati, Bandung,2012, 

hlm. 5. 
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Kasus suap merupakan perbuatan yang tidak baik, penilaian yang diberikan 

masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran keadilan 

dan kepentingan umum. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam hukum 

khususnya hukum pidana mengatur kehidupan yang bersifat publik yang menjadi 

tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.  

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu 

perbuatan yang tercelah yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas 

dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu 

merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini 

disebabkan secara yutidis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku 

manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya 

kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan kejahatan hanya 

menunjukan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau 

pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat. 2  Korupsi merupakan 

kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui taknik dan 

upaya sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini akan merusak 

seluruh sistem yang terkena virus korupsi.3 

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan 

perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan 

                                                           
2 Syarifuddin Pettanasse,, Kriminologi, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 63. 
3 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 112. 



3 
 

 
 

sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan. Sifat hukum pidana yang 

istimewah bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukuman (sanksi 

pidananya). Hukuman pidana bersifat siksaan atau penderitaan (nestapa) yang 

dijatuhkan terhadap seseorang karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan 

yang ditentukan oleh undang-undang Hukum Pidana.4 

Wujud dari sanksi pidana itu sebagai suatu yang dirasa adil bagi masyarakat, 

akan tetapi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidup 

yang semakin kopleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup dengan 

nyaman tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya. Sifat saling tidak menghargai 

akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering kali berkaitan dengan 

pelanggaran pidana yang telah diatur. Salah satu pelanggaran yang menimbulkan 

keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan, 

permasalahan ini bunkanlah hal baru yang terjadi dalam masyarakat saat ini, 

khususnya di kota Palembang. 

Berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan, polisi lalu lintas memiliki peran sebagai pencegah dan penindak, 

disamping itu juga polisi lalu lintas memiliki fungsi mengawasi langsung di jalan 

bagi kendaraan bermotor untuk melengkapi surat perizinan dan kelengkapan 

kendaraan bermotor.  

                                                           
4 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 236. 
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Sering terjadi pelanggaran lalu lintas pada saat masyarakat yang mengendarai 

kendaraan bermotor, tidak patuh terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu 

lintas,parkir di tempat-tempat tertentu,menerobos lampu merah, tidak memiliki surat 

izin mengemudi, tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, dan lain-lain  namum 

tidak mau ditindak langsung oleh polisi lalu lintas sehingga masyarakat melakukan 

suap pada polisi lalu lintas seperti yang pernah terjadi pada bulan april 2018 di pos 

polisi lalu lintas jln. Jendral sudirman tepatnya pos polisi makam pahlawan kota 

Palembang.5 

Suap termasuk korupsi yang telah membudaya dimasyarakat, maka 

diharapkan polisi lebih bekerja keras lagi untuk dapat memberantas tindak pidana 

korupsi tersebut yang semakin meningkat tiap tahunnya. Memberantas korupsi 

memenglah pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Bukan saja polisi yang 

harus menanggung beban untuk memberantas tindak pidana korupsi melainkan 

sangat diperlukan peran serta seluruh kalangan masyarakat demi terwujudnya cita-

cita bangsa yaitu kesejahteran dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dengan keluarnya 

undang-undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 menggantikan Undang-undang Nomor 

3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian undang –

undang diubah menjadi undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang 

                                                           
5 http://palembang.tribunnews.com/28/04/07/parah-polantas-pungli-palembang-tak-dihukum-

beredar-kabar-pengunggah-vidio-malah-dipidanakan?page=all diakses pada tanggal 28 maret 2019 

http://palembang.tribunnews.com/28/04/07/parah-polantas-pungli-palembang-tak-dihukum-beredar-kabar-pengunggah-vidio-malah-dipidanakan?page=all
http://palembang.tribunnews.com/28/04/07/parah-polantas-pungli-palembang-tak-dihukum-beredar-kabar-pengunggah-vidio-malah-dipidanakan?page=all


5 
 

 
 

pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang ditegaskan pada Pasal 5 yang 

berbunyi: 

1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda 

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak  Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu  kepada pegawai 

negri atau penyelenggara negara dengan maksud 

supaya pegawai negri atau penyelenggara negara 

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negri atau 

penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang betentangan dengan kewajiban, dilakukan 

atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

2) Bagi pegawai negri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai 

“Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di 

Kota Palembang” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana suap pada 

pelanggaran lalu lintas di kota palembang? 

2. Bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindakan suap 

yang dilakukan pelanggar lalu lintas di kota palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat 

dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana suap 

pada pelanggaran lalu lintas 

b. Untuk mengetahui upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi 

tindakan suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan 

dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Sriwijaya 

b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan 

harapan bermanfaat dikemudian hari 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan secara teoretik dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritik 

a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan agar masyarakat dapat menyelesaikan pelanggaran lalu 

lintas melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang 

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi 

keilmuan, khususnya penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas 
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melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan 

sosialisasi bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 

masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus-

kasus lain yang ada kaitannya dengan tulisan ini. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang 

hukum pidana dengan fokus mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor 

Penyebab Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota 

Palembang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh 

mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah 

faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana suap pada pelanggaran 

lalu lintas di kota palembang dan bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam 

menanggulangi tindakan suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas di kota 

palembang. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Sebab Kejahatan 

 Beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan, yaitu: 

1. Teori Lingkungan  

A.Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang 

mendasarkan diri kepada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas 

jadinya diri sendiri”6 Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan 

menegaskan bahwa lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang 

melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, yaitu: 

a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan 

b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh 

c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan 

2. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-Beda7 

Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor 

eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menentukan kejahatan yang bisa terjadi, sepetri yang dinyatakan oleh W.A 

Bonger yaitu “pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan 

kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.” 

                                                           
6 Soejono, D., Doktrin-doktrin kriminologi, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.  
7 Soejono, D., Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung,1976, hlm. 

42. 
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3. Teori Kontrol Sosial 

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang 

mengatakan ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol 

internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan 

tidak adanya norma-norma atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada 

dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol 

adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak 

mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial 

atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau 

peraturan menjadi efektif8 

4. Teori Spiritualisme 

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut 

kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak 

beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh seseorang dengan 

agamanya maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan 

kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka 

semakin takut orang tersbut untuk melakukan kejahatan. 

 

                                                           
8 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 

32.  
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5. Teori Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Menurut teori 

ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan dari dua teori saja, tetapi 

dapat lebih dari itu. 

2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam penanggulangan kejahatan, mempunyai dua cara, yaitu: 

1. Tindakan Preventif 

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan 

terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya 

untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik 

dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 

diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan 

mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.9 

 

2. Tindakan Represif 

Merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindak pidana.10    

                                                           
9 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis 

dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46. 
10 Soejono D, Op. Cit, hlm, 32. 
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Usaha penanggulangan kejahatan harus meliputi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut: 

a. Sistem dan organisasi kepolisian harus baik 

b. Peradilan yang objektif 

c. Hukum dan perundang undangan yang wibawa 

d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemeritah yang 

serasi 

e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan 

f. Partisipasi masyarakat 

g. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya 

kejahatan11 

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi 

dan menvegah kejahatan, maka masyarakat juga dibebankan untuk 

turut serta bersama-sama aprat penegak hukum guna menanggulangi 

kejahatan semaksimal mungkin.12 

 

 

 

 

                                                           
11 Muladi, Lembaga pidana bersyarat, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113 
12 http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-

kejahatan.html?m=1  diakses tanggal 11 maret 2019 
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G. Metode Penelitian 

 Peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekamto 

yang menyatakan bahwa metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata 

cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya.13 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian 

hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan 

kepada hukum.14 

 Dalam penulisa penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris yuridis 

berupa data-data yang didapat langsung dari lapangan dan menitik beratkan 

pada data primer.15   Atau bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk 

                                                           
13 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 

1984, hlm. 47. 
14 Dimyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, Metode Penelitian Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 3. 
15 Ronny Hartijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 35. 
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menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, 

setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.16  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lalu 

Lintas Polisi Resor Kota Palembang. Pengambilan lokasi ini dikarenakan 

penulis ingin masyarakat dan aparat penegak hukum membangun kesadaran 

hukum khususnya dibidang lalu lintas. Sehingga menurut penulis, dengan 

dilakukan penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan baru dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat. 

3. Sumber Data Penelitian 

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi 

sumber data primer dan sumber data sekunder: 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapanga (field 

research). 

b. Data sekunder  

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan 

dan literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. 

                                                           
16 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif peneliti 

menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul 

data (pewawancara) dengan sumber data (responden) 17  dengan 

sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian dengan cara 

kuisioner langsung dalam bentuk pertanyaan terbuka. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari 

buku-buku, perundang-undangan atau berupa data yang berupa 

bahan pustaka. 

 

5. Populasi dan Pengambilan Sampel Penelitian 

                                                           
17 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum,Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72. 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang sistemnya terdiri atas obyek 

ataupun subyek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.18 

Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk 

memperkirakan jumlah atau hasil dari penelitian.19 Teknik penarikan sampel 

yang akan penulis gunakan adalah purposive sampling yang menggunakan 

metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan 

tujuan dengan sampel diambil dari kuisioner dan wawancara yang akan 

dilakukan kepada masyaratkat pelanggar lalu lintas dan polisi lalu lintas 

polresta palembang   

6. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

secara kuantitatif, yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan, serta 

data yang terkumpul dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, 

dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam 

kalimat terstruktur serta direlasikan secara sistematis. 

  

7. Penarikan Kesimpulan 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV Alfabeta, Bandung, 

2011, hlm. 10. 
19 Ibid 
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Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun 

sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik 

kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara induktif itu sendiri merupakan 

cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan 

hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan 

atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikaji 

dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan 

yang bersifat umum.20 

                                                           
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 

202  
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